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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bahwa Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan
pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan
pemerintahan diantaranya penetapan gaji dan tunjangan, telah
menetapkan kebijakan mempertahankan tingkat daya beli masyarakat
diantaranya melalui pembelanjaan Aparatur Negara, Pensiunan,
Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan di masyarakat sehingga
berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk meningkatkan pembelanjaan Aparatur Negara, Pensiunan,
Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, Pemerintah memberikan
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2025 sebagai wujud
penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara melalui
penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur
Negara, Pensiun, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun
2025.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya
dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun,
dan Penerima Tunjangan Tahun 2025, perlu membentuk Peraturan Bupati
tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Tujuan

Rancangan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan
Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Tahun 2025, bertujuan sebagai wujud penghargaan atas
penngabdian kepada bangsa dan Negara dengan memperhatikan keuangan

Negara.

Dasar Hukum
Ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar hukum dari penyusunan

Peraturan Bupati Tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji



Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun 2025 ,adalah sebagai berikut:

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di
Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4348);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian
Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara,
Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6911);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2024
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman
Barat Tahun Anggaran 2025;

Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 24 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Pasaman Barat Tahun Anggaran 2025;



BAB II
PEMBAHASAN

Ruang lingkup materi Rancangan Peraturan Bupati tentang Teknis
Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025, meliputi :

1. Ketentuan Umum;
2. Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas;
a. umum;
b. pemberian tunjangan hari raya; dan
c. pemberian gaji ketiga belas.
pembayaran; dan;

Pendanaan.

BAB III
KESIMPULAN

Bahwa Untuk meningkatkan pembelanjaan Aparatur Negara,
Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, Pemerintah
memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2025
sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara
dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga
Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima
Tunjangan Tahun 2025, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Teknis
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.



